
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR  17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR  20  TAHUN 2015 TENTANG 

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi
Gubernur Jawa Tengah tanggal  6 April  2016 Nomor
180/0006378  perihal  Hasil  Klarifikasi  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Banjarnegara,  sehingga  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  20  Tahun
2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil  dan
Menengah perlu diubah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana



dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Nomor 20  Tahun  2015
tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan  Provinsi  Djawa  Tengah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar  Perusahaan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang
Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak  Sehat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1999  Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3816);

6. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (Lembaran  Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonsia  Tahun  2011
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang
Lembaga  Keuangan  Mikro  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

10. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang
Perdagangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

11. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang
Perindustrian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor  4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

12. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang

Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  Kecil
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998
Nomor  46,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3743);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4742);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor   40,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5404);

17. Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007  tentang
Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat
Pembelanjaan dan Toko Modern;

18. Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2012  tentang
Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;

19. Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2014  tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20
Tahun  2015  tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,
Kecil  dan  Menengah  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Banjarnegara  Tahun  2016  Nomor  3, Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor
207);

21. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  8
Tahun  2016  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Tahun
2016  Nomor  16,  Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
BANJARNEGARA  NOMOR  20  TAHUN  2015
TENTANG  PEMBERDAYAAN  USAHA  MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 47  Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
20  Tahun  2015  tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 207) diubah, sehingga Pasal
47 berbunyi  sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  44, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih

tinggi  dari  ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini,  maka dikenakan
sanksi  pidana  yang  lebih  tinggi,  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara
dan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan.



Agar  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
          Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA  TAHUN  2016
NOMOR 25

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 25/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

NOMOR  20  TAHUN 2015 TENTANG 
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I.  UMUM

Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah,
serta  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peran  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah,  secara  berkelanjutan,  Pemerintah  Daerah  telah  menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Namun sesuai dengan hasil klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah tanggal
6 April 2016 Nomor 180/0006378 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten  Banjarnegara,  sehingga  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dalam Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1997  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak,  dimana  terkait  dengan
penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan
denda administrasi,  sebagai  salah satu jenis kelompok penerimaan Negara
Bukan Pajak. 

Untuk  menindaklanjuti  hasil  klarifikasi  Gubernur  Jawa  Tengah
tersebut,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN  LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA
NOMOR 225


